
 

 

 
 
 

 
PERATURAN WALIKOTA SERANG 

NOMOR  55 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SERANG, 

 

Menimbang   :  bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota Serang tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

 

 

6. Undang – Undang ………… 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4748); 

                            8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13. Peraturan …………….... 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 

tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut 
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 158; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5179); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional dan Fasilitasi 

Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81; 

 

 

21. Peraturan Menteri … 

 



 - 4 - 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 

2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 547); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 450); 

25. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota 
Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang 

Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 

33);  

27. Peraturan Daerah  Kota Serang Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39); 

 

28. Peraturan ………………… 
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28. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah 

Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 
2011 Nomor 2);  

29. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Retribusi Daerah Kota Serang 
(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang 

Nomor 49); 

30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 

2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti 
Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang 
Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Serang Nomor 51); 

31. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 
2014 Nomor 2) 

32. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 
10); 

33. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 
4); 

34. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang 

Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Serang Nomor 51); 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016.    

 

 

Pasal 1... 
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Pasal 1 

(1) PENDAPATAN  

      a. pendapatan Asli Daerah 

      b. dana Perimbangan 

      c. lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

 

(2)  BELANJA DAERAH 

a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Bunga 

3. Belanja Subsidi 

4. Belanja Hibah 

5. Belanja Bantuan Sosial 

6. Belanja Bagi Hasil 

7. Belanja Bantuan Keuangan 

8. Belanja Tidak Terduga 

 Jumlah Belanja  Tidak Langsung 

  

   

b. Belanja Langsung 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Barang dan Jasa 

          3. Belanja Modal 

 Jumlah Belanja Langsung 

 

Jumlah Belanja 

 

Surplus/(Defisit) 

 

(3) PEMBIAYAAN 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

 

Jumlah Pembiayaan Neto 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SILPA) 

 

 

 

 

 

Rp.           126.900.900.019,00 

Rp.           825.491.157.313,00 

Rp.           179.874.216.258,00 

Rp.     1.132.266.273.590,00  

 

 

 

Rp.           526.119.875.980,00 

Rp.                             0,00 

Rp.                             0,00 

Rp.      26.915.800.000,00 

Rp.        1.536.000.000,00 

Rp.                             0,00 

Rp.        1.016.026.568,00 

Rp.                             0,00 

Rp.    555.587.702.548,00 

  

 

 

Rp.      46.126.516.149,00 

Rp.           358.293.682.250,00 59.925.243.734,00 

Rp.              169.833.426.482,00     253.996.563.819,00 

Rp.              574.253.624.881,00     151.309.166.795,00 

 

Rp.     1.129.841.327.429,00 

 

Rp.            2.424.946.161,00 74.542.160.879,00 

 

 

Rp.           182.604.193.504,00      64.398.385.047,00 

Rp.                                   0,00            77.360.275,00 

 

Rp.        182.604.193.504,00 64.321.024.772,00 

 

Rp.        185.029.139.665,00 138.863.185.651,00 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 2 ………………. 
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Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam   

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota Serang ini. 
        

 
Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
 

Pasal 4 

Penjabaran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota Serang ini. 
 

Pasal 5 

Peraturan Walikota Serang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 13 Oktober 2017  

WALIKOTA SERANG, 

T T D 

 

T b .  H A E R U L  J A M A N  

  

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 16 Oktober 2017  

SEKRETARIS DAERAH  

KOTA SERANG, 

T T D 

 

    Tb. URIP HENUS  

  

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 55 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
    

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

T T D 
 

 ( TAHUN 2016) 


